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ABSTRACT

Transport responsibility and liability ins'urancc as well as the: c.omplulsogelr::u:nc: tare .the
significant problem and a catch in the alr.tran‘sport becf'mse it involves e ! g ﬂ.p t: ection
to the passengers. Nevertheless, in practice, if an acc1d.ent happens \;v ich inflicts a Jos
upon the passengers and they have been cpmpcnsatcd with the compuds.ory' insurance, that
means the obligation of the transport is finished, Indeed, that understanding is erroneous, In

the article, the writter attempts to undeviate its understanding.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengangkut, Asuransi.
I. PENDAHULUAN

Resiko terbesar bagi suatu perusahaan penerbangan atau pengangkut
adalah kecelakaan pesawat terbang. Kecuali menimbulkan kerugian
material, yaitu rusaknya atau hancumya pesawat terbang yang harganya
jutaan dollar, maka kecelakaan pesawat terbang juga menimbulkan
kerugian-kerugian pada dir penumpang  yang diangkut, sehingga
perusahaan penerbangan/pengangkut angkutan udara harus bertanggung
Jawab untuk mengganti kerugian yang jumlahnya sangat besar.

Guna menutupi kerugian yang sangat besar itu, yang tidak mungkin
seluruhnya ditanggung oleh pihak pengangkut, maka perusahaan
penerbangan tersebut akan mengalihikan resiko kerugiannya atau tanggung
jawabnya kepada pihak asuransi, dengan membayar sejumlah premi. Selain
itu pemerintah juga mengatur adanya asuransi wajib bagi penumpang yang
mengalami kecelakaan selama pengangkutan. Namun dalam penerapannya
masalah tanggung jawab pengangkut dan asuransi wajib ini sering
mengalami kerancuan sehingga perlu dilakukan pengkajian, karena hal ini
sangat merugikan pihak penumpang/korban atau ahlj warisnya,

Dalam tulisan ini, penulis ingin meluruskan pemahaman yang keliru
atau kerancuan tersebut, dengan menunjukkan perbedaan pokok dari

" Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta,
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tanggung jawab pengangkut yang diambil alih oleh asuransi tanggungjawab
di satu pihak, dan asuransi wajib di pihak lain yang diatur berdasarkan
Undang-undang Nomor 33 Tahyn 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang, Dengan demikian diharapkan dapat diketahui hak-

hak yang seharusnya diterima penumpang jika terjadi kecelakaan selama
pengangkutan,

II. PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Tanggung jawab pengangkut merupakan unsur yang sangat penting
dalam rangka pelaksanaan perjanjian pengangkutan, karena masalah ini
sangat berkaitan dengan keselamatan penumpang. Arti kata tanggung jawab
menurut kamus bahasa Indonesia yang telah disempurnakan adalah
“menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan kewajiban
atau perbuatan” (Wojowasito, 1972: 298). Jadi segala bahaya yang timbul
pada pelaksanaan perjanjian pengangkutan yang menyebabkan terjadinya
musibah atau kerugian pada penumpang, maka pihak penyelenggara
angkutan dapat dituntut tanggung jawabnya pada setiap kecelakaan
tersebut.

Pada angkutan udara tanggung jawab pengangkut sudah diatur dalam
Ordonansi Nomor 100 Tahun 1939 tentang Pengangkutan Udara, Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Namun
masalah tanggung jawab tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman. Hal
ini dapat dilihat dari pendapat yang keliru, yang dikemukakan oleh seorang
sarjana, sebagai berikut:

Dalam pengangkutan penumpang, kerugian atau korban jiwa yang diderita oleh
penumpang sebagai akibat kecelakaan yang dialami oleh pengangkutan diganti oleh
Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja (sekarang PT. Persero) berdasarkan Undang-
undang Nomor 33 Tahun 1964 (L.N. Nomorl37 Tahun 1964) tentang Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dan Undang-undang Nomor 34
Tahun 1964 (L. N Nomor 138 Tahun 1964) tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Jalan (Muhammad, 1991: 76).

Selanjutnya ada yang mengatakan: “Dengan asuransi kerugian jasa
raharja pengangkut bebas dari tanggung jawab terhadap penumpang dalam
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n penumpang, karena 1anggung jaw.;vab itu telah
m Asuransi Kerugian Jasa Raharja, S‘fdangkan
bayar asuransi menurut tarif yang

perjanjian pengangkuta
diambil alih oleh Pcr.u
pengangkut berkewajiban mem

dllcntu}m{{umt E. Suherman, pada dasarmya pengangkut wajib bertanggung

; ideri umpang, apabila penumpan
jawab,l un'mllfectgll:f;in ag‘inglulf;ii?(zc;g: sefamga daIlJam pengangkrznaﬁ
umdjlfl‘?:;un sangat disayangkan karena pada u.mumnya p%nm_npang tld.ak
mengetahui haknya atas kompensasi untuk kerugian yang didentanya, yaity
hak atas dasar perjanjian pengangkutan dengan pe_ngangkut. )

Selain itu, pengaturan masalah tanggung jawab pengangkut ternyata
belum diatur secara menyeluruh dalam peraturan perundang-undangan
secara khusus. Karena, khusus tanggung jawab pengangkut angkutan udarg
selain menggunakan aturan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992
dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995, juga mendasarkan pada
peraturan lainnya, yaitu ordonansi di atas. Dalam Undang-undang Nomo'r 15
Tahun 1992, tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang hanya qlamr
dalam satu pasal yaitu Pasal 43. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1995, masalah ini hanya diatur pada Pasal 42. Isi dar
Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 ini sebenarnya sama
dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, yaitu:

Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga

berjadwal bertanggung jawab atas:

a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;

b., musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;

c. keterlambatan angkutan penumpang dan/ atau barang yang diangkut apabila
terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

Namun selain kedua peraturan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 74
Ketentuan Peralihan yang ada dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992
maka Ordonansi Pengangkutan Udara Nomor 100 Tahun 1939 masih tetap
diberlakukan, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.
Oleh karena itu pasal-pasal dalam Ordonansi Pengangkutan Udara yang
berkaitan dengan masalah tanggung jawab pengangkut dalam praktik masih
berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam tiket penumpang pesawat Garuda
Indpnff§ia untuk penerbangan dalam negeri/domestik, pada syarat-syarat
perjanjlan pengangkutannya sampai saat ini masih tunduk kepada ketentuan-
ketentuan Ordonansi Pengangkutan Udara Indonesia (Stbl. 1939 No. 100).
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Selain itu masalah langgung jaw

iaur puia 'pada peraturan lain, seperti Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD). Karena itu ada ketentuan-ketentuan mengenai tanggung
}zi-.".'a]prc:ngangkm menurut pasal-pasal dalam KUHD. Adapun beberapa
pasal KUHD yang mengatur tanggung jawab pengangkut, antara lain Pasal
523 dan Pasal 533, Pasa] 523 menetapkan “Si pengangkut harus

perbuatan dari mereka yang dipekerjakannya

yang dipakainya dalam menyelenggarakan
pengangkutan tersebut”. Selanjutnya Pasal 533 juga mengatur: “Si

pengangkut tidak diw‘ajibkan mengganti kerugian yang diterbitkan pada
bgran;_z:-barang yang qlsimpan sendiri oleh si penumpang, kecuali apabila
dibuktikan bahwa si penumpang ini telah berusaha seperlunya guna
menyelamatkannya”,
Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1995 dan Ordonansi Pengangkutan Udara Nomor 100 Tahun 1939 serta
KUHD di atas, jelas bahwa setiap pengangkut, termasuk pengangkut
angkutan udara, wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita
penumpang. Namun dalam praktik masalah ini sering dianggap sama
dengan masalah santunan asuransi kerugian penumpang, walaupun
sebenarnya antara keduanya berbeda. Karena santunan asuransi kerugian/
pertanggungan yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja
adalah memang hak dari setiap penumpang angkutan, termasuk angkutan
udara sebagai akibat naik pesawat terbang, yang telah membayar iuran wajib
atau premi dalam pengangkutan udara. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 yang menyatakan:

ab pengangkut angkutan lainnya

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat
terbang, perusahaan penerbangan nasional, dan kapal perusahaan perkapalan/
pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/ pemilik yang
bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang
dalam perjalanan”,

Berdasarkan isi pasal tersebut, jelaslah bahwa santunan asuransi
kerugian/pertanggungan yang dibayarkan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa
Raharja adalah hak setiap penumpang yang telah membayar uang premi
yang dipungut bersama dengan pembayaran tiket penumpang. Karena itu
pembayaran santunan asuransi kerugian/pertanggungan dari PT. Asuransi
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Kcrugian Jasa Raharja bukan merupakan wujud tanggung jawab pengangkut
(Wiradipradja, 1989; 42).

pada perusabaan pe
penyelenggara angkutan udara dalam m

dengan tanggungjawab pengangkut akan melihat kasus demi

isi saal terjadinya kecelakaan

tentuan/peraturan yang telah

yang berkaitan

kasus berdasarkan situasi dan ko
doman pada ke

adalah pada PT. Garuda

Oswald Vermaak dengan

pesawat terbang, dengan berpe

ada (Suherman, 1985: 17). Salah satu coqtoh

Indoncsia, selain kasus/perkara antara Ny. Susarah

Garuda Indonesia Airways (yang diselesaikan melalui pengadilan), sampai

saat ini hampir semua kasus mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap
am negeri/domestik yang terjadi,

penumpang dalam pengangkutan udara dal
nulis disebabkan

dapat diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini menurut pe¢
karena biaya berperkara di pengadilan yang tidak murah dan waktu yang

fibutuhkan untuk mendapat keputusan Yang mempunyai kepastian hukum
cukup lama, misalnya kasus/perkara antara NY. Susarah Oswald Vermaak
dengan Garuda Indonesia Airways yang membutuhkan waktu 8 (delapan)
tahun, mulai dari pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung
Selain itu kedudukan penumpang atau korban (penggugat) pada umumnyg;
berada di bawah kedudukan pengangkut (tergugat), sehingga setiap ada
kecelakaan dan pengangkut memberikan ganti kerugian terhada

penumpang berkaitan dengan tanggung jawabnya, maka akan diterima oleﬁ
penumpang (korban) atau pihak yang berhak atas ganti kerugian tersebut

Indonesia  sebagai

perbangan domestik
enangant masalah ganti kerugian

B. Asuransi Wajib dan Asuransi Tanggung Jawab

Antara tanggung jawab pengangkut ~dengan santun '
:(ei:;gb:,latn bjaia dRahalja sering disalahartikan. Menurut penuli;ln ke(ajifa;l::
o pent:'me aa;; karefa pada setiap pengangkutan penumpang melalui
santm,lan asufang' Wka_]lb menutup ?suransi kerugian untuk memperoleh
vecelakaan dal amSl erugian, apabila penumpang tersebut mengalami
Sesauwat torbang u}:ﬁngangkutan udara, Kewajiban bagi setiap penumpang
dalam Pasal 3 Ayat u1 membayar premi asuransi kerugian telah diatur
tentang Dana peg (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 33 Tahun | 964
1964 Nomor 137 anggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (L.N. Tah

Selain itl); Sg?eang;;mgnahpflenulis kemukakan di atas T
nai hal di ; )
plaksangannya yats Pasal 2 Ayt (1) Porautan ngﬂ:ﬁxiﬁa Nomor 17
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ana Pertanggungan Wajib Kecelakaan
d(?n']%r 28), yang menetapkan “Untuk
Ir1 dalam peraturan pemerintah ini, tia

penumpang kenfiaraan umum, kereta api, pesawat terban eruss;h ;
penerbangan nasional, dan kapal p - ol

. . erusahaan perkapalan/pel i
untuk tiap plel'jalanan wajib membayar suaty iuran“.p peyaen nesiond
Bertitik tolak dari urajan dj atas

- e an -
asuransi wajib adalah dibayar sendiri oleh }l;en%lmn;:?;, ﬁ?kzaﬁagnsi 1;;::
pequna‘;')ang pesawat terbang tersebut selain sebagai bukti telah adanya
perjanjian pen_gangkutan antara penumpang dan pengangkut maka dapat
juga berfungsi sebagai tanda bukti penutupan pertanggungan (Suherman
1962: 228). Ketentuan ini dapat dijump :

ai dalam bunyi Pasal 4 Undang-
undang Nomor 33 Tahun 1964, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1965, Bahkan dalam tiket penumpang PT. Garuda Indonesia untuk

penerbangan dal'flm negeri/domestik, terutama pada halaman 3 tentang
syarat-syarat perjanjian pengangkutan dalam negeri dicantumkan bahwa
“Penumpang yang namanya tercantum dalam tiket ini dipertanggungkan
pada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan Undang-undang
Nomor 33 Tahun 1964 juncto peraturan-peraturan pelaksanaannya”.

Besamnya jumlah pembayaran santunan asuransi kerugian yang
diterima penumpang pesawat terbang yang mengalami kecelakaan, diatur
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 17/ KMK.013/1991
tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Angkutan Penumpang
Umum di Darat, Perairan Pedalaman, Laut, dan Udara. Pada Pasal 2 huruf
(a) Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan pembayaran santunan
untuk penumpang (korban) yang meninggal dunia adalah sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Pasal 2 huruf (b) ditetapkan
pembayaran sanfunan unfuk penumpang (korban) yang cacat tetap adalah
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan Pasal 2 huruf (c)
ditetapkan bahwa untuk penumpang (korban) yang cidera dan memerlukan
biaya perawatan serta pengobatan dokter, sebanyak-banyaknya sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu pada Pasal 3 dinyatakan bahwa
untuk penumpang (korban) yang tidak mempunyai ahli waris diberikan
biaya penguburan sebesar Rp. 100,000, (seratus ribu rupiah).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Pasal 21 Ayat
(1) diatur ketentuan tentang “Seorang penumpang umum yang tidak
membayar iuran wajib, diancam dengan hukuman denda setinggi-tingginya
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mun ketentuan ini dalam
kutan udara pembayaran

. bersamaan pada
. dibayar penumpans
' : kerugian/pertanggungan ' pembayaran premi
pref asuran:]ll mclgnbeli tiket pesawal. De_nga“ kata ITIE P engaﬁgkutppad;:
= pcl?ml]cfrug%an tersebut sudab diperhitungkan 0% P
asuranst

- s dibayar penumpans. - ..
e u;ztl;;inigt: E;(r(l)lnsel-mtmsi dari adanya perjanjian pengangkutan, maka

. ang dengan aman dan selamat
pc“gal?gkil-t wajﬁulﬁﬂia;dg,klll;;?g:;?pjadgi kalau dalam melakukan' isi
sampal tujualln( gkt ata yang menyelenggafakan angkuta-m tidak
pBI]aﬂ_llana,k pe kgcwajiba n dengan baik, dan menimbulkan kerugian pada
melaks?? aLIl;aik material maupun korban jiwa maka pengangk'ut harus
T atas risvo arebut. Pade dasarys Wt TG
beban pengangkut dari kewajiban membayar gantl Iferuglan Jixa er;]]: :
e ltaan maka pengangkut dapat terlcbif dafulu - mengasuransian

jawabnya.
twggﬂnﬁézbila gle]ihat isi pasal dari Undang-undang Nomor 15 Tahun

1992, sudah ada kewajiban pada perusahaar_l angkutan udara at_a‘f
pcng;ngkut untuk mengasuransikan (anggung jawabnya. Ketentuan i
dapat dijumpai pada Pagal 47 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, yang

menyatakan “Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat

udara wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana Pasal 43 dan

Pasal 44 Ayat (1)”. |
Dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 ‘Tahun 1992 juga

ditetapkan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 17 September
1992. Jadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 ter_sebut, mulai berlaku
efektif setelah 5 (lima) bulan sejak disahkan oleh Presiden Republik
Indonesia (disahkan tanggal 25 Mei 1992). Melihat ketentuan pasal ini,
maka sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut, setiap pengusaha
angkutan udara sudah harus mengasuransikan tanggung jawabnya, sehingga
tidak mengalami kesulitan dalam membayar ganti kerugian kepada
penumpang akibat adanya kecelakaan dalam pengangkutan ndara domestik
tersebut.

Apabila kewajiban mengasuransikan tanggung jawab oleh
pengangkut tidak dilaksanakan, maka menurut ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1992 dapat dikenakan sanksi. Ketentuan ini dapat
dilihat pada Pasal 70 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, yang
menyatakan “Barang siapa mengoperasikan pesawat udara dan tidak

ibu rupiah)”. Na

ima
Rp. 25.000;- (dua puluh lim e oada ang

angkutai udara tidak berlaku.
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ut\‘l\\\“lf“l\“““k*l“ tageung jawabnya sebagnimana dimaksud dalam Pasal
£y A d\p\\d;}u:\ \“\‘1\\‘\&\1\ pidana Kurungan paling lama | (satu) tahun atau denda
sotingat-tngsinya Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)”.
‘l\:u\'nn.hal di atas, menurat penulis anggapan yang memandang
asanst Kerugian Jasa Rahaja dan asuransi tanggung jawab pengangkut
SN ‘ml:\luh salah, Kavena pembayaran premi asuransi kerugian Jasa
Rahaga yang ditutup penumpang merupakan asuransi kerugian untuk
ponumpang  tu sendiri terhadap ancaman keamanan dan  keselamatan

jwanya, sedangkan asuransi tanggung jawab merupakan asuransi terhadap

angaung  jawab  pengangkut atas resiko kecelakaan akibat adanya
pangangkutan,

Mengingat pasal-pasal terscbut di atas pengangkut wajib

artanggung jawab atas resiko yang akan atau dapat terjadi akibat adanya
pengangkutan. Jadi walaupun telah dibayarkan santunan asuransi kerugian/
pertanggungan dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja, maka hal itu tidak
mengurangi atau membebaskan tanggung jawab pengangkut. Ketentuan ini
dapat dijumpai pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965,
vang menetapkan “Pembayaran ganti kerugian pertanggungan berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi tanggung jawab dari pihak
pengangkut dan/atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum
pidana, perdata, atau perjanjian-perjanjian international yang bersangkutan
untuk kecelakaan yang terjadi”.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka tujuan sebenarnya
adalah agar masalah tanggung jawab pengangkut dan masalah santunan
asuransi kerugian/pertanggungan yang dibayarkan oleh PT. Asuransi
Kerugian Jasa Raharja tidak lagi menyesatkan penumpang atau tidak
merugikan penumpang. Dengan demikian nantinya penumpang secara jelas
mengerti bahwa santunan asuransi kerugian/pertanggungan yang dibayarkan
oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja tersebut memang hak penumpang,
sebab penumpang sudah membayar premi/iuran wajib seperti yang diatur
dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan
Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965, serta diatur
dalam Pasal 5 S.K. Menteri Keuangan R.I. Nomor 17/KMK.013/1991.

Menurut penulis salah satu cara untuk menghapus penafsiran/arti
yang dapat menyesatkan penumpang maka disarankan agar kalimat yang
terdapat dalam tiket penumpang pesawal untuk penerbangan dalam negeri/
domestik yang berbunyi “Penumpang yang namanya tercantum dalam tiket
ini dipertanggungkan pada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja berdasarkan
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Undang-undang No. 33  Tahun 1964 juncto peraluran-peraturan
pelaksanaannya”, scbaiknya disertai kalimat tambahan, scbagai bffr,}(ut “an
pembayaran  santunan - asuransi kerugian/pertanggungan  ini  tidak

mengurangi atau membebaskan tanggung jawab darf pihak pengangkut,
berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965,

Jadi dalam pengangkutan angkutan udara, penumpang pesawa
terbang yang mengalami musibah a'klbat kecelakaan dalan'l pengangkutan
udara akan memperolch ganti kerugian 'dan santunan kcmglan'bcrdasarkan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 juncto Peraturan Petpermtah Nomor
40 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 J}lncto Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Keputusan Menteri Keuangan R ]
Nomor 17/ K.M.K.013/ 1991, o '

Namun untuk penumpang yang tidak mempunyai tlket.rcsmrfsah
(penumpang gelap), maka tidak berhak untuk memperol’ch ganti kcruglan
schagaimana dijamin olch peraturan-peraturan yang disebutkan di atas
(Suherman, 1992: 35). Karena menurut Pasal 133 Verordening Toezicht
Luchtvaart Staatsblad Nomor 426 Tahun 1936 lentang Peraturan
Pengawasan Pencrbangan, yang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan
Peralihan UUD 1945 meyatakan bahwa “Setiap penumpang harus
mempunyai dokumen pengangkutan, yang disebut tiket”, Namun dalam
kenyataannya kemungkinan bisa tetjadi seorang penumpang tanpa
mempunyai tiket yang sah dapat naik pesawat terbang. Hal ini dapat ditemui
bahwa nama orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan dalam
pengangkutan udara, termyata setelah dicocokan tidak sama dengan nama
yang tercantum dalam daftar penumpang dan namanya berbeda dengan
nama yang tercantum di dalam tiket penumpang., Dengan demikian
penumpang semacam ini disebut penumpang gelap, bahkan dari segi yuridis
penumpang tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal

147 Verordening Toezicht Luchivaart Staatsblad Nomor 426 Tahun 1936,

Dalam praktik, di perusahaan angkutan udara domestik Indonesia
misalnya, khusus untuk penumpang gelap tersebut ternyata berdasarkan
kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan perusahaan angkutan udara
domestik Indonesia tctap memperoleh ganti kerugian walaupun tidak
sebesar seperti yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan saat ini, Begitu pula berdasarkan kebijaksanaan yang diambil

olch pimpinan PT, Asuransi Kerugian Jasa Raharja ternyata sama dengan
kebijaksanaan dari perusahaan angkutan udara domestik Indonesia.
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Menurut. penulis, kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan PT
Garud‘a Indone.s1a dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk mengganti
keruglan bagy penumpang gelap yang mendapat kecelakaan dalam
pengangkutan .udara Secara manusiawi adalah tepat, tetapi secara yuridis
tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan menyimpang dari ketentuan
yang telah ada, karena penumpang gelap diancam dengan sanksi pidana
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, demi
tegaknya dan kepastian hukum, seharusnya mereka tidak perlu di]in;‘lungi/
mendapat ganti kerugian karena hal ini akan memperkuat dalam

menerapkan sanksi yang dikenakan kepada mereka (penumpang gelap)
berdasarkan ketentuan peraturan yang ada.

IIL. PENUTUP

Dari uraian di atas, penulis dapat mengatakan guna ketegasan hak
penumpang atas gantl kerugian dari pengangkut, maka perlu adanya
perubahan dan perbaikan mengenai syarat-syarat perjanjian pengangkutan
udara dalam negeri/domestik yang tercantum dalam tiket penumpang, agar
hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (pengangkut dan penumpang)
seimbang dan adil. Hal ini karena tiket penumpang pesawat merupakan
sesuatu hal yang sangat penting bagi penumpang, sebab mempunyai 2 (dua)
fungsi yaitu sebagai tanda bukti telah membayar biaya pengangkutan, dan
sebagai tanda bukti telah membayar premi atau iuran wajib pertanggungan/
asuransi wajib kecelakaan penumpang. Dengan demikian pembayaran
asuransi Kerugian/pertanggungan dari PT. Asuransi Jasa Raharja tidak
mengurangi atau menghilangkan hak penumpang/ korban atau ahli warisnya
untuk tetap mendapatkan ganti kerugian dari pengangkut yang berkaitan
dengan tanggung jawabnya.
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